




A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 
yang kerap disebut juga sebagai jenis penelitian hukum doktrinal. Upaya 
menemukan hukum dalam penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara 
mempelajari bahan-bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, 
putusan peradilan, kasus-kasus, dan pendapat ahli hukum.1 Dengan 
menguraikan dokumen-dokumen hukum tersebut diharapkan dapat dicapai 
hasil untuk tujuan praktis, berupa pemecahan masalah hukum tertentu. 
Penelitian ini menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur 
hukum admisnistrasi negara, hukum agraria dan per-UU-an berkenaan hukum 
mengenai sumber daya air, hak menguasai negara terhadap sumber daya air 
dan pertanian. Dari dokumen-dokumen hukum tersebut diatas diharapkan dapat 
dijadikan bahan hukum untuk memecahkan masalah terkait Pengaturan 
Perizinan Penggunaan Sumur Pompa Sibel Dalam Pencegahan Hak Atas Air 
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B. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 
Pendekatan kasus (case approach). 
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dipergunakan 
dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah berbagai per-UU-an 
yang sesuai dengan konsep perlindungan hukum bagi petani terhadap hak atas 
air terkait penggunaan pompa sibel untuk keperluan irigasi. Melalui 
pendekatan perundang-undangan ini akan diketemukan konstruksi pengaturan 
pemanfaatan sumber daya air tanah melalui penggunaan pompa sibel untuk 
keperluan irigasi. Kemudian ditelaah apakah pengaturan tersebut telah 
menjamin perlindungan hukum bagi petani atas akses air tanah atau sebaliknya.  
Pendekatan kasus (case approach) dipergunakan dalam penelitian ini 
karena dalam penelitian normatif bertujuan mempelajari penerapan norma atau 
kaidah hukum yang terdapat pada praktik hukum. Pendekatan ini menggunakan 
kasus-kasus yang memiliki makna empiris dengan disertai putusan 
sebelumnya. Tujuan mempelajari pendekatan kasus adalah sebagai gambaran 
dari penerapan norma dalam praktik hukum, serta adanya putusan digunakan 
dalam penelitian ini sebagai masukan pada peristiwa hukum selanjutnya yang 
sama penerapan normanya.2 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena banyaknya 
penggunaan sumur pompa sibel pada area pertanian khususnya didaerah 
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Kabupaten Madiun yang ternyata menimbulkan dampak lingkungan dan 
dampak sosial yang berujung pada terhalangnya pemenuhan hak atas air bagi 
masyarakat dan bagi petani, serta dengan pendekatan ini penelitian bertujuan 
untuk melihat penerapan teori perlindungan hukum dan desentralisasi 
kewenangan sumber daya alam pasca dikembalikannya kembali UU Pengairan 
terhadap penggunaan pompa sibel dalam keperluan pengairan irigasi pertanian 
di level pemerintah daerah.   
 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Sebagai konsekuensi dari penelitian hukum doktrinal, maka bahan 
hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah “bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.  
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
PPLH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) 
Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu pendapat para ahli 
hukum dan politik, buku-buku literatur hukum, disertasi, jurnal ilmiah hukum, 
laporan penelitian, artikel dan makalah. 
Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu KBBI dan kamus hukum 
yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dan pengertian terkait penelitian 
yang dikaji. 
 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
1. Bahan Hukum Primer 
Untuk mengumpulkan bahan hukum primer dilakukan melalui studi 
literatur hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang 
dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan 
kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan  terkait dengan bahasan 
penelitian. Bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui penjelasan peraturan 
perundang-undangan yang digunakan. 
3. Bahan Hukurn Tersier 
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Bahan hukurn tersier dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, baik 
secara manual maupun elektronik melalui internet. 
 
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi 
sistematis. Interpretasi sistematis bertitik tolak atau berlandaskan dari sistem 
aturan hukum mengartikan suatu ketentuan hukum.3 Interpretasi sistematis 
dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan menurut jenis dan 
tingkatannya. Kemudian di kesimpulan arah dan tujuan dari peraturan 
perundang-undangan tersebut. Kesimpulan tersebut akan di jadikan landasan 
untuk menentukan arah dan tujuan undang-undang yang akan di bentuk 
sehingga sejalan dan sinkron pada setiap peraturan, terutama yang tingkatannya 
lebih tinggi maupun tingkatan lebih rendah. 
Penelitian ini dilakukan dilakukan dengan tujuan utama menemukan 
konsep hukum yang ideal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi petani atas 
akses air tanah terkait penggunaan pompa sibel untuk keperluan irigasi. 
Konsep perlindungan tersebut dilakukan dengan melakukan interpretasi secara 
sistematis peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan 
administrasi, khususnya yang mengatur pemanfaatan sumber daya air dan 
perlindungan petani.  
Interpretasi secara sistematis tersebut dilakukan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang 
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Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Dengan melakukan 
intrepretasi secara sistematis terhadap peraturan perundangan-undangan 
tersebut, maka akan dapat diketahui hal-hal berikut:  
1. Dasar hukum perlindungan terhadap petani atas akses air irigasi akibat 
penggunaan sumur pompa sibel; 
2. Aspek hukum yang mendasari pentingnya pengaturan penggunaan 
sumur pompa sibel; 
3. Konsep dasar pengaturan penggunaan sumur pompa sibel melalui 
perizinan. 
Tiga komponen tersebut di atas yang menurut peneliti penting untuk 
dikaji sehingga pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara mampu 
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat (dalam hal ini petani) 
sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Hasil interpretasi secara sistematis ini 









F. Definisi Konseptual 
1. Perizinan  
Izin yang dimaksud oleh penulis adalah dalam pengertiannya yang 
sempit sebagaimana merujuk pada pendapat Andrian Sutedi. Perizinan dalam 
arti sempit yaitu suatu perbuatan yang dilarang, kecuali diperbolehkan, dengan 
maksud sesuai dengan peraturan agar menjadi batasan dalam setiap 
permasalahan.4 Dalam konteks penelitian ini, perizinan dimaksudkan untuk 
memperkenankan penggunaan sumur pompa sibel, dengan syarat-syarat dan 
batas-batas yang ditentukan melalui peraturan perundang-undnagan. 
 
2. Sumur Pompa Sibel 
Definisi Sumur pompa sibel menurut penulis adalah pompa modern 
yang biasa disebut dengan sumur air submersibel atau Electrik Submersible 
Pump (ESP) adalah jenis pompa air yang dirancang khusus karena diletakkan 
di dalam air dan mendorong air melalui pipa salurannya untuk menuju ke 
permukaan. 
 
3. Air Bawah Tanah 
Air bawah tanah sesuai dengan penelitian ini adalah air permukaan 
tanah dan air tanah dalam. Air permukaan tanah digunakan untuk kebutuhan 
sehari-hari masyarakat. Sedangkan air tanah dalam adalah sumber air dibawah 
tanah yang digunakan untuk pemanfaatan skala besar. 
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